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                                             PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

      Pengadilan  Agama  Gorontalo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  pada  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan penetapan  sebagai  berikut

dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Anre Rachmansyah Husa bin Sam Husa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli

1995,  umur  27  tahun,  jenis  kelamin  laki-laki,  Warga  Negara

Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta,

Nomor  Hp.  0815-2776-1923,  alamat  di  Jalan  Mangga,  RT/RW

001/004,  Kelurahan  Huangobotu,  Kecamatan  Dungingi,  Kota

Gorontalo, Sebagai Pemohon I;

Dina Srikandi Ratu binti Yongker Bejana Alexander Ratu, tempat tanggal lahir

Pinonobatuan,  08  Agustus  2001,  umur  21  tahun,  jenis  kelamin

perempuan,  Warga Negara Indonesia,  agama Islam,  pendidikan

SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 0815-2776-

1923,  alamat  di  Jalan  Mangga,  RT/RW  001/004,  Kelurahan

Huangobotu,  Kecamatan  Dungingi,  Kota  Gorontalo,  Sebagai

Pemohon II; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti  dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon I  dan  Pemohon  II berdasarkan  surat  permohonannya

tertanggal  20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Gorontalo  pada tanggal  24  Oktober  2022  dengan  register  Nomor

379/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa  pada  tanggal  24  September  2021,  Pemohon  I  menikah  dengan

Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi

Kota  Gorontalo,  dengan  wali  nikah  adalah  wali  hakim,  karena  Pemohon  II

seorang muallaf, oleh imam yang bernama Ka Unung, adapun yang menjadi

saksi-saksi nikah adalah Bapak kandung Pemohon I yang bernama Arif Husa

dan adik kandung Pemohon II bernama Rezki Husa, dengan maskawin berupa

seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia

26 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan

tidak  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk

melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  terakhir

bertempat tinggal  di  rumah orang tua Pemohon I  di  Kelurahan Huangobotu

Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami  isteri  dan telah dikaruniai  seorang anak yang

bernama Elbarak Maliq Husa, laki-laki, umur 8 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I

dan Pemohon  II tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima

Buku Nikah dari KUA Kecamatan Dungingi, karena pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II  tidak  dicatat  di  KUA tersebut,  Oleh karenanya Pemohon I  dan

Pemohon  II  sangat  membutuhkan  Penetapan  Pengesahan  Nikah  dari

Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus

mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul

akibat perkara ini;

      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Gorontalo  cq.  Majelis  Hakim  agar  segera  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Anre Rachmansyah

Husa bin Sam Husa) dengan Pemohon II (Dina Srikandi Ratu binti Yongker

Bejana  Alexander  Ratu) yang  dilangsungkan  di  Kelurahan  Huangobotu

Kecamatan  Dungingi  Kota  Gorontalo,  untuk  dicatatkan  di  KUA Kecamatan

Dungingi, Kota Gorontalo;

3. Membebaskan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dari  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat  perkara ini,  dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama

Gorontalo tahun 2022;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon  II untuk  berperkara  secara  cuma-cuma (prodeo),  Ketua  Pengadilan

Agama  Gorontalo  telah  membuat  Penetapan  Nomor  379/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

tanggal 24 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

- Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara

cuma-cuma (prodeo);

- Menyatakan  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada

Negara melalui DIPA Pengadilan Gorontalo tahun 2022; 

Bahwa  sesuai  Penetapan  Hari  Sidang  oleh  Hakim  Tunggal  tanggal  24

Oktober 2022 Nomor 379/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, maka pada tanggal itu pula Jurusita

telah mengumumkan perkara Itsbat Nikah tersebut melalui  papan pengumuman

Pengadilan Agama Gorontalo, selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan II telah

hadir  sendiri,  selanjutnya  Hakim Tunggal  memberikan  penjelasan  dan  nasehat

sehubungan  dengan  permohonannya  tersebut,  dan  kemudian  dibacakanlah

Permohonan Pemohon I  dan Pemohn II,  yang isinya tetap  dipertahankan oleh

Pemohon I dan  Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon

II telah mengajukan bukti dua orang saksi:

1. Mursidin  Husa  bin  Samsi  Bakari  Husa, umur  59 tahun,  agama  Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan  Swasta, tempat tinggal  di  Kelurahan Huangobotu,
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Kecamatan  Dungingi,  Kota  Gorontalo,  memberikan  keterangan  dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon I  dan Pemohon II  serta kenal pula

dengan wali nikah Pemohon II; 
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu

dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 di dikelurahan Huangobotu

dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim karena Pemohon

II  seorang  muallaf  oleh  Imam  yang  bernama  Ka  Unung,  adapun  yang

menjadi saksi nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Sam Husa

dan  adik  kandung  Pemohon  II  bernama  Rezki  Husa  dengan  maskawin

berupa  seperangkat  alat  sholat  dibayar  tunai  dan  pada  saat  itu  status

Pemohon I adalah jejaka umur 26 tahun, sedang status Pemohon II adalah

perawan umur 20 tahun;
- Bahwa  antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah

dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut  Pemohon I  dengan Pemohon II  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seoramg

anak diberi nama Elbaraq Malik Husa, umur 8 bulan;
- Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu

pula Pemohon I dan Pemohon II  tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta

Nikah  dari  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Dungingi, Kota Gorontalo, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

tidak tercatat;
2. Arif Husa bin Mursidin Husa, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,

pekerjaan  belum  kerja,  tempat  tinggal  Kelurahan  Huangobotu,  Kecamatan

Dungingi, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon I  dan Pemohon II  serta kenal pula

dengan wali Pemohon II; sampai disini
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- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu

dilaksanakan  pada  tanggal  24  September  2021  dikelurahan   dan  yang

bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  Wali  Hakim,  sedang  sebagai  saksi

nikah adalah Aja Daud dan Usman Kumedi, dengan maskawin seperangkat

alat sholat, dibayar tunai dan pada saat itu status Pemohon I adalah jejaka

umur 19 tahun, sedang status Pemohon II adalah perawan umur 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah

dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut  Pemohon I  dengan Pemohon II  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang

anak yang bernama Elbarak Maliq Husa, laki-laki, umur 8 bulan;
- Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu

pula Pemohon I dan Pemohon II  tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta

Nikah  dari  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Dungingi, Kota Gorontalo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

tidak tercatat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon  I

dan  Pemohon  II  membenarkan  dan  selanjutnya  Pemohon  I  dan  Pemohon II

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka

ditunjuk  segala  hal  ikhwal  sebagaimana  tercantum  dalam  Berita  Acara

pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Permohonan Pemohon  I  dan

Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----           Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan

menikah  dengan  cara  Islam  pada  tanggal  24  September 2021 sebagaimana

pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas

Keislaman dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Udang Nomor 7 Tahun

1989  sebagaimana  yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

mengadili perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mendasarkan

permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami

isteri  yang menikah menurut hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat

sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan

Pasal  7 ayat  (4) Kompilasi  Hukum Islam, Pemohon I  dan Pemohon II  memiliki

kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;  

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan

KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas)

hari  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan,  oleh  sebab  itu  Hakim  Tunggal

berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mendalilkan  telah

melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di Kelurahan  Huangobotu,

wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo

pada tanggal 24 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta

nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor  Urusan  Agama Kecamatan

Dungingi, Kota Gorontalo;

Menimbang,  bahwa  pokok  permasalahan  dalam  perkara  pengesahan

nikah (isbath nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang

dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  4

Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan

syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 30

Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak ada larangan perkawinan sebagaimana

diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum

Islam; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  kebenaran  dalil-dalil

permohonannya,  Pemohon I  dan Pemohon II  telah  mengajukan 2 (dua)  orang

saksi yang pada saat pernikahan tersebut hadir, dan saksi pertama Mursidin Husa
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hadir pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedang saksi kedua Arif Husa juga

hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,  dan  keterangan kedua

saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yakni menerangkan apa yang

dilihat,  didengar  dan  dialaminya  sendiri,  sehingga  kesaksian  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan

tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah

dibawah  sumpah  di  depan  persidangan,  sehingga  keduanya  telah  memenuhi

syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.bg., sehingga

kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang

pada  pokoknya  bahwa  selama  perkawinan  Pemohon  I  dan Pemohon  II  tidak

tercatat  pada register  pencatatan Buku Nikah dan tidak  terdaftar  pada register

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Dungingi,  Kota  Gorontalo  sehingga  untuk

mengurus  administrasi  kependudukan terkendala  dengan  belum terbitnya  Buku

Nikah dimaksud, alasan mana dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Pemohon I  dan Pemohon  II

serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas,

Hakim  Tunggal telah  menemukan  fakta  dalam  persidangan  ini  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa Pemohon I  bernama Anre  Rachmansyah Husa bin  Sam Husa telah

menikah  secara  agama Islam dengan  Pemohon II  Dina  Srikandi  Ratu  binti

Yongker  Bejana  Alexander  Ratu  yang  dilangsungkan  pada  tanggal  24

September  2021  Masehi,  di  hadapan  dua  orang  saksi,  dengan  maskawin

seperangkat alat sholat telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi

yaitu Sam Husa dan Rezki Husa, para undangan undangan yang hadir, serta

belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini  Pemohon I dan Pemohon II

masih tetap beragama Islam;

 Bahwa antara Pemohon I  dengan Pemohon II  tersebut tidak ada hubungan

muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan

baik  menurut  agama  maupun  menurut  peraturan  perturan  perundang-

undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak

dalam masa iddah orang lain;
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 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon

II  telah  melakukan hubungan layaknya suami  istri  telah  dikaruniai   seorang

anak yang bernama Elbarak Maliq Husa, laki-laki, umur 8 bulan; 

 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I

dan Pemohon II  tetap beragama Islam;

 Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  belum  pernah  menerima  Kutipan  Akta

Nikah  dari  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Dungingi; 

   Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

terbukti  bahwa  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tersebut  telah

dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat dan sesuai dengan pasal 2

ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis

pasal  10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta  pasal  14 Kompilasi

Hukum Islam;

           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan selama hidup sebagai

suami  isteri  sampai  sekarang,  tidak  ada  pihak  ketiga  yang  mempersoalkan

kehidupan rumah tangga Pemohon I  dengan Pemohon II,  maka Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  memenuhi

syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Hakim Tunggal sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman

298 yang berbunyi :

فإذاشهدتلهابينةعلىوقفالدعوىثبتتالزوجية

Artinya :  Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu

yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang,  bahwa  sejak  menikah  sampai  saat  ini Pemohon I  dan

Pemohon belum  pernah  memiliki  bukti  berupa  kutipan  akta  nikah,  padahal

Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk keperluan

Administrasi  kependudukan,  karena  begitu  pentingnya  bukti  nikah  tersebut,

sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo tidak bisa

mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh
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karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan

Agama  mengeluarkan  Penetapan  tentang  sahnya  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II tersebut;

Menimbang,  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas

maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup

alasan,  telah  dapat  membuktikan  kebenaran  dalil  permohonannya,  karenanya

berdasar  pasal  7  ayat  (3)  huruf  d Kompilasi  Hukum Islam dapat  diterima dan

dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan

yang  berlaku,  dan  pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan

perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh

karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan

perkawinan  tersebut  pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Kota  Timur  Kota

Gorontalo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama

Gorontalo  Nomor  379/Pdt.P/2022/PA.Gtlo  tanggal  24  Oktober  2022  Pemohon I

dan Pemohon II telah diberi  izin  untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

sehingga  biaya  yang timbul  dalam  perkara dibebankan kepada Negara melalui

DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Mengingat peraturan  dan  perundang-undangan yang berlaku  serta hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Anre Rachmansyah Husa bin Sam

Husa) dengan  Pemohon  II  (Dina  Srikandi  Ratu  binti  Yongker  Bejana

Alexander Ratu) yang dilangsungkan di Kelurahan Huangobotu Kecamatan

Dungingi Kota Gorontalo, tanggal 24 September 2021;  

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mendaftarkan

pernikahannya  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Barat  Kota

Gorontalo;
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4. Membebaskan kepada Pemohon I  dan Pemohon II  untuk  membayar  biaya

perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Pengadilan Agama Gorontalo ahun 2022;

Demikian penetapan ini  ditetapkan pada hari  Senin tanggal  7  November

2022  Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami

Djufri  Bobihu,  S.Ag.,S.H,  sebagai  Hakim Tunggal dan  Drs.  Suharlis  Hulawa

sebagai  Panitera  Pengganti,  penetapan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan  dihadiri

oleh  Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

 Drs. Suharlis Hulawa
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